PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 42 TAHUN 2005
TENTANG
KOM TE KEBl JAKAN PERCEPATAN PENYED AAN | NFRASTRIKTUR

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang

a. bahwa dalam rangka nengkoordi nasikan percepatan penbangunan
infrastruktur untuk permulihan ekonom nasional, dengan Keputusan
Presiden Nonor 81 Tahun 2001 tentang Komte Kebijakan Percepatan
Penbangunan Infrastruktur, telah di bentuk Komte Kebijakan Percepatan
Penbangunan | nfrast rukt ur;

b. bahwa untuk |ebi h nengefektifkan koordi nasi dal am rangka percepatan
penyedi aan infrastruktur dinaksud, dipandang perlu nenyenpurnakan
tugas dan fungsi serta keanggot aan komte di naksud,;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan di maksud dal am huruf a dan huruf b,
dipandang perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Komte
Kebi j akan Per cepat an Penyedi aan | nfrastruktur;

Mengi ngat

Pasal 4 ayat (1) Whdang- Uhdang Dasar Negara Republi k | ndonesi a Tahun 1945;
MEMUTUSKAN

Menet apkan:

PERATLIRAN  PRESIDEN TENTANG KOMTE KEBI JAKAN PERCEPATAN  PENYED AAN
| NFRASTRIKTUR

Pasal 1
Menbentuk Komte Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang

sel anjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Komte dengan susunan
sebagai beri kut :

a. Ket ua : Ment eri Koordi nator B dang Per ekonom an;

b. Ket ua Pel aksana Hari an : Ment eri Negar a Per encanaan
Penbangunan/ Kepal a Badan
Per encanaan Penbangunan Nasi onal ;

C. Sekretaris | : Deputi Menteri Koordi nat or dang

Per ekonom an dang  Koor di nasi
Desentral i sasi F skal dan Ekonom
dan Pengenbangan | nfrastrukt ur;

d. Sekretaris I ; Deputi Kepala Badan Perencanaan
Penbangunan Nasi onal dang Sarana
dan Prasarana;

Menteri Dal am Negeri ;

Ment eri  Keuangan;

Menteri Energi  dan Sunber

Daya Mneral ;

Menteri Pekerjaan Uwm

Ment eri  Per hubungan;

Ment eri Konuni kasi dan

®

Anggot a

ouk wbhE



(1)

(2)

| nf or nat | ka;

7. Menteri Negara Badan Wsaha
MIik Negara; dan

8. Sekretari s Kabinet.

Pasal 2

Komte nmenpunyai tugas :

a. nerunuskan strategi dalam rangka koordinasi pel aksanaan
per cepat an penyedi aan i nfrastruktur;

b. nengkoor di nasi kan dan nenant au pel aksanaan kebi j akan per cepat an
penyedi aan infrastruktur oleh Mnteri Terkait dan Penerintah
Daer ah;

C. nerunuskan kebijakan pel aksanaan kewajiban pel ayanan unum

(Public Service bligation) dalam percepatan penyedi aan
i nfrastruktur;

d. nenet apkan upaya penecahan berbagai pernasal ahan yang terkait
dengan per cepat an penyedi aan i nfrastruktur.

Cal am pel aksanaan tugasnya Komte bertanggung jawab dan nel apor kan

pel aksanaan tugasnya kepada Presi den.

Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugasnya, Komte dapat :

a.

nengundang | enbaga, penerintah daerah atau pejabat tertentu |ai nnya
yang lingkup tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan upaya
per cepat an penyedi aan i nfrastruktur;

nemnta nasukan dari Badan UWsaha yang terkait dengan penyedi aan
i nfrastruktur;

nengadakan konsultasi dengan nasyarakat dan atau organi sasi
nasyar akat, serta organi sasi dan | enbaga i nternasi onal ;

nenberi kan  rekonendasi kepada Presiden nengenai pel aksanaan
percepatan penyediaan infrastruktur, termasuk pel aksanaan dari
Keput usan Presiden Nonmor 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan
Presiden Nonor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/ Pengkajian Kenbal i
Proyek Penerintah, Badan Waha MIlik Negara, dan Saasta yang
berkai tan dengan Penerintah/Badan Wsaha MI|ik Negara, yang berkaitan
dengan i nfrastruktur.

Pasal 4

Penet apan atas upaya penecahan berbagai pernasal ahan yang terkait dengan
penyedi aan infrastuktur dan runusan strategi dalam rangka koordi nasi
pel aksanaan percepat an penyedi aan i nfrastruktur sebagai nana di maksud dal am

Pasal

2, dituangkan dal am Keputusan Komte yang ditandatangani ol eh Ketua

Kom t e.

Pasal 5

Jeni s infrastruktur dal amPeraturan Presiden ini nmencakup :

Qoo

infrastruktur transportasi;
infrastruktur jalan;

i nfrastruktur pengairan;
infrastruktur air mnumdan sanitasi;



e. infrastruktur tel enatika;

f. infrastruktur ketenagalistrikan; dan
g. i nfrastruktur pengangkutan mnyak dan gas bum .
Pasal 6
(1) Untuk nenunjang pel aksanaan tugas Komte, Ketua Komte :
a. nenbent uk Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Komte dan
ber anggot akan para pejabat dari instansi yang nenjadi anggota
Komte;

b. dapat nenbent uk Kel onpok Kerja untuk bi dang tugas tertentu.
(2) Susunan, pengangkatan, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab
Sekretariat dan Kel onpok Kerja ditetapkan ol eh Ketua Komte.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komte di bebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kenenterian Negara
Per encanaan Penbangunan/ Badan Per encanaan Penbangunan Nasi onal .

Pasal 8

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, pelaksanaan tugas Komte yang
di bent uk berdasarkan Keputusan Presiden Nonor 81 Tahun 2001 dil anj ut kan
ol en Komte yang di bentuk dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Presiden ini nulai berlaku, naka Keputusan Presiden

Nonor 81 Tahun 2001 tentang Komte Kebijakan Percepatan Penbangunan
I nfrastruktur di cabut dan di nyatakan tidak berl aku.



Pasal 10
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,
ttd.
DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



